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PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 16
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT DI

KOTA CIREBON.
ABSTRAK

untuk meningkatkan efektifitas, profesionalisme dan kinerja
dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pendidikan,
maka Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik
Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah Pertama, atau Bentuk Lain yang Sederajat di Kota
Cirebon sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2021,
sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan
hukum, sehingga perlu diubah.

- Dasar Hukum:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984,
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2005, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008,
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 57
Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
24 Tahun 2007, Peraturan Bersama Antara Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor
2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016,
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28
Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor
9 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12
Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun
2016, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan
Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Daerah
Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota
Cirebon Nomor 46 Tahun 2016.



Pasal 2

Prinsip Tata Hubungan Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi,
Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional adalah sebagai
berikut:

a.

Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan
proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam
mengemukakan informasi materiil dan relevan yang
berkaitan dengan jabatan masing-masing;

Akuntabilitas, yaitu keterukuran kinerja organisasi secara
berjenjang sampai dengan individu dan bersama-sama
dalam pencapaian kinerja organisasi yang telah
ditetapkan;

Kontributif, yaitu setiap jabatan saling memberi kontribusi
dalam peningkatan kinerja organisasi;

Kemandirian, yaitu setiap jabatan saling mendorong
kemandirian masing-masing satuan kerja yang mengacu
pada peningkatan kapasitas penyelenggaraan tugas dan
fungsi;

Toleransi, yaitu setiap jabatan saling menghargai
kedudukan tugas, fungsi, dan wewenang masing- masing
pemangku jabatan;

Kemanfaatan, yaitu setiap jabatan saling memberi manfaat
untuk kepentingan tata kelola pemerintahan yang efektif
dan efisien; dan

Kolaborasi, yaitu saling bekerja sama secara intensif dalam
penyelesaian tugas yang bersifat lintas unit organisasi;

Pasal 3

Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah
Daerah Kota Cirebon adalah Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama.

Pasal 4
Jabatan Pimpinan Tinggi mempunyai tugas
mengoordinasikan perencanaan, pembinaan,

pengendalian terhadap program, administrasi, dan
sumber daya manusia.

Pasal5

(1) Pejabat Pimpinan Tinggi secara teknis operasional
bertanggung jawab kepada Wali Kota yang diatur
secara berjenjang dan dalam pelaksanaan tugas
dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

(2) Koordinasi oleh Sekretaris Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Asisten sesuai
dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Jenjang Jabatan Administrasi terdiri atas:
a. Pejabat Administrator;

b. Pejabat Pengawas; dan

c. Pelaksana



CATATAN

Pasal 29

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,
Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 dikecualikan
untuk jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi
pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.
Lampiran - halaman.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan 24 Mei 2022.



